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ANDI ARHAMI HAMZAH. Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Komisi
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten
Enrekang (dibimbing oleh M. Djafar Saidi dan Zulkifli Aspan).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan terkait komisi
penilai Amdal khususnya peraturan yang berkaitan dengan lisensi sebagai
bukti kompetensi penilai dan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh
terhadap implementasi peraturan Amdal secara umum dan Komisi Penilai
Amdal lebih spesifik.
Penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan observasi langsung kepada aparat lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang yaitu pejabat di Kantor Lingkungan Hidup Kab.
Enrekang dan pejabat di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi
Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Enrekang tidak memiliki lisensi sehingga penilaian rencana
usaha dan/kegiatan wajib Amdal di Kabupaten Enrekang dilaksanakan
oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi tersebut
berkompeten, hal ini terbukti dari kepemilikan lisensi sehingga komisi
tersebut berwenang melakukan penilaian. Secara umum penerapan
peraturan terkait lisensi sudah benar namun masih perlu adanya
peninjauan/pengkajian terhadap regulasi. Rekomendasi penulis, adanya
peraturan yang mewajibkan daerah kabupaten/kota untuk memiliki komisi
penilai Amdal dan berlisensi serta penentuan jangka waktu pembentukan,
kemudian terkait penentuan penilai pada komisi penilai provinsi sebaiknya
menerapkan sistem pendaftaran terbuka bagi keanggotaan selain ex-
officio. Selain itu, penulis berharap adanya upaya peningkatan sumber
daya manusia di aparat Pemda Enrekang terutama bagi pejabat yang
berperan penting dalam penentuan kebijakan.
Kata kunci : Kompetensi, Komisis Penilai Amdal
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ABSTRACT
ANDI ARHAMI HAMZAH. Against Judicial Review of Competency the
Audit Commission of Environmental Impact Assessment in Enrekang
(guided by M. Djafar Saidi and Zulkifli Aspan).
This study aims to determine the relevant regulations EIA review
commission particularly regulations relating to the license as proof of
competency assessors and to determine the factors that affect the
implementation of the EIA regulations in general and more specific Audit
Commission for EIA.
This research is empirical. The data collection was done by direct
observation to the authorities the scope of the Local Government
Enrekang is an official at the Office of Environmental District. Enrekang
and officials at the Environment Agency of South Sulawesi province. Data
were analyzed using qualitative analysis.
The results of this study indicate that the Enrekang’s EIA Audit
Commission not have a license so that an assessment of business plans
and / activity requiring EIA in Enrekang carried out by the Audit
Commission for Amdal South Sulawesi province. The Commission's
competence, it is evident from the license holdings, the commission is
authorized to conduct the assessment then. In general, due to licensing
regulations have been implemented well but there is still need for a review
/ assessment of the regulation. Authors recommended, their regulations
requiring the district / city to have the EIA review commission and licensed
and determination of the period of formation, then linked the determination
of provincial assessors review commission should implement an open
registration system for membership other than ex-officio. In addition, the
authors hope their efforts to increase human resources in the regional
government officers Enrekang especially for officials who play an
important role in determining policy.
Keywords: Competence, EIA Review Commission
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang
Maha Esa kepada manusia dimuka bumi. Lingkungan hidup merupakan
ruang bagi kehidupan dalam aspek yang kodrat alamiahnya memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh
oleh manusia apabila lingkungan dikelola secara baik, arif dan bijaksana.
Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok
kemakmuran rakyat, maka pembangunan harus dilakukan secara
terencana, rasional, optimal bertanggung jawab dan sesuai dengan
kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.1
Pengelolaan sumber daya alam disamping untuk memberi
kemanfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resource) seperti
hutan harus dikelola secara bijaksana sehingga fungsinya dapat selalu
terpelihara  sedangkan sumber daya alam yang tidak adapat diperbaharui
(non-renewable resourse) harus digunakan secara rasional dan bijaksana
sehingga dapat bertahan selama mungkin.2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh
1 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2005, Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
2 Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan keenam,
(Jakarta: LP3ES, 1993), hal 169.
2karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan
hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Kegiatan pembangunan mengandung risiko yang memungkinkan
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan
hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu,
lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik
bertanggung jawab, asas berkelanjutan,dan adil. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial
dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi
lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap
kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan
nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus
dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke
daerah.
3Dalam implementasinya di Indonesia yaitu melalui Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa: 3
a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah
membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara
Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan
konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat
mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah
penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari
perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.
Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan agar berbagai
kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan
hidup beserta berbagai strategi penerapannya disusun dan dibuat dengan
maksud untuk memberikan acuan bagi semua pihak yang terkait, baik itu
instansi, lembaga atau berbagai pihak agar pelaksanaan pemanfaatan
3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan baik dan
terencana, sehingga tidak merusak kelangsungan lingkungan hidup.
Dalam cakupan yang luas, pengendalian, pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup terbagi atas 3 (tiga) bagian. Yakni,
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Instrumen pencegahan
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat berupa:
a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup);
f. UKL-UPL (Uji Pengelolaan Lingkungan-Uji Pemantauan
Lingkungan);
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan.
Kegiatan yang berdampak besar dan penting yaitu AMDAL
merupakan salah satu Instrumen Pencegahan dalam pengelolaan
5lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan. Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang
dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Kompetensi penilai dalam peraturan perundang-undangan hanya
berdasarkan lisensi dari Menteri, Gubernur, dan Bupati. Komisi penilai
AMDAL dan keharusannya memiliki lisensi masih memerlukan kajian yang
mendalam, oleh karena itu penulis berencana menulis karya ilmiah
dengan topik Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak LIngkungan HIdup (AMDAL) di Kabupaten
Enrekang.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan
yang akan diteliti, yaitu :
1. Bagaimana peraturan mengenai lisensi komisi penilai AMDAL dan
bagaimana implementasi peraturan terkait?
2. Bagaimanakah faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
peraturan mengenai komisi penilai AMDAL?
6C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai lisensi komisi
penilai AMDAL dan bagaimana implementasi peraturan terkait.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah faktor yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan peraturan mengenai komisi penilai AMDAL.
D. Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :
1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ sumbangan
pemikiran bagi para pihak yang terlibat didalam proses penilaian
AMDAL dan dalam hal penentuan kebijakan juga terhadap evaluasi
pelaksanaan pemerintahan terutama pelaksanaan fungsi regulasi
pemerintah dalam kaitannya dengan tinjauan yuridis.
2. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang





1. Pengertian Lingkungan Hidup
Istilah Lingkungan Hidup berasal dari bahasa-bahasa asing seperti:
environment (Inggris), l’environment (Perancis), Umwelt (Jerman) dan
Millieu (Belanda). Mengenai pengertian lingkungan hidup telah
dikemukakan oleh beberapa pakar lingkungan hidup serta rumusan yang
ada dalam undang-undang. Dalam Seminar “Segi-Segi Hukum
Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang dilaksanakan Badan Pembinaan
Hukum Nasional tahun 1977 dirumuskan bahwa: lingkungan hidup yaitu
semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang
ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan
kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.
Munadjat Danusaputra mendefinisikan lingkungan hidup sebagai
berikut “lingkungan hidup yaitu semua benda dan kondisi termasuk
didalamnya manusia dan tingkah laku dan perbuatannya yang terdapat
dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan
hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.4 Emil Salim
mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut: secara umum
lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan
4 Munadjat  Danusaputra, Hukum Lingkungan Suatu Pengantar. (Jakarta: CV
Gramedia.1986), hal 2.
8pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan
mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.5
Pengertian “lingkungan hidup” oleh para ahli seringkali tidak
dibedakan dengan pengertian “lingkungan”.  Namun pada umumnya
istilah yang digunakan adalah “lingkungan” (environment) karena
dianggap lebih luas dari pada istilah “lingkungan hidup” (life environment).
Menurut N.T.AMDAL. Siahaan sebagaimana yang dikutip oleh
Harun M Husain bahwa yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup
adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat
atau ruang tempat manusia atau makluk hidup berada dan dapat
mempengaruhi hidupnya. 6 Sedangkan menurut Otto Soemarwoto
lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam
ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.7 Lingkungan
hidup biasanya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dasar. Pertama lingkungan
fisik (physical environment) yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang
berbentuk benda mati; kedua lingkungan biologis (biological environment)
yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa organisme selain
menusia itu sendiri; dan ketiga lingkungan sosial (social environment)
yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya.
Secara yuridis UUPLH No. 23 tahun 1997, pengertian lingkungan
hidup terdapat pada  pasal 1 angka (1) yaitu :
5 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakata: Penerbit Mutiara,
1981),  hal 34.
6 Harun M Husain, Lingkungan Hidup dan Masalanya Prevensinya, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1992), hal 7.
7Ibid, hal 6.
9bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejateraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan semacam penafsiran otentik
mengenai arti lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini yang dimaksud
dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
Berdasarkan berbagai pengertian tersebut maka unsur lingkungan
memiliki keistimewaan yaitu dimaksukkannya manusia dan perilakunya
sebagai komponen lingkungan. Hal ini mengandung arti bahwa manusia
tanpa perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan ke arah
kerusakan atau pencemaran.8 Baik lingkungan fisik, lingkungan biologis
maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan secara serasi,
maka manusia melakukan penyesuian diri atau adaptasi terhadap
perubahan-perubahan itu.
2. Asas Asas Lingkungan Hidup
UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau
pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika
dalam UULH 1982 dan UULH 1997 memuat pula sasaran disamping asas
8Supriyadi, Hukum Lingkungan di Indonesia,Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006) hal  169.
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dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH hanya memuat
asas dan tujuan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut
UUPPLH didasarkan pada 14 asas, yaitu:
a. Tanggung jawab negara
Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan
memeberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan
mutu hidup rakyat, baik generasi masa sekarang maupun generasi masa
mendatang; negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat; negara mencegah dilakukanya kegiatan
pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.
b. Kelestarian dan keberlanjutan
Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab
terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu
generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem
dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
c. Keserasian dan keseimbangan
Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan
berbagai aspek sepeti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan
perlindungan serta  pelestarian ekosistem.
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d. Keterpaduan
Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan
dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergi berbagai komponen
terkait.
e. Manfaat
Bahwa segala usaha dan/atau kgiatan pembangunan yang
dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan
lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat
manusia selaras dengan lingkunganya.
f. Kehati-hatian
Bahwa ketidakpastian mengenai dmpak suatu usaha dan/atau
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah
meminimalisi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.
g. Keadilan
Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara,
baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender
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h. Ekoregion
Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi
geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
i. Keanekaragaman hayati
Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan,
keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas
sumber daya alam nabati dan hewani yang bersama dengan unsur
nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
j. Pencemar membayar
Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatanya
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib
menanggung biaya pemulihan lingkungan.
k. Partisipatif
Bahwa setiap anggota masyarakat disorong untuk berperan aktif
dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan




Bahwa setiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat.
m. Tata kelola pemerintahan yang baik
Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh
pronsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
n. Otonomi daerah
Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan menurus
sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Sifat Lingkungan Hidup
Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor
yaitu :
a. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup
tersebut,
b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup,
c. Kelakukan atau kondisi unsur lingkungan hidup dan ,
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d. Faktor nonmateril, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi dan
kebisingan.9
Unsur-unsur tersebut tentunya mempengaruhi sifat-sifat lingkungan
hidup, merupakan unsur-unsur yang tidak terlepas satu sama lain. Unsur-
unsur itu mempunyai pola hubungan tertentu yang sifat tetap dan teratur
serta saling mempengaruhi.
B. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Sejak Tahun 1982 pada Konferensi Bumi di Rio de Jeneiro,
pembangunan berkelanjutan menjadi tema umum pembangunan di
seluruh negara-negara di dunia. Pembangunan berkelanjutan memadukan
tiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial budaya dan
lingkungan hidup secara proporsioanal. Salah satu kegiatan yang
berkaitan dengan pilar lingkungan hidup adalah melaksanakan kegiatan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau
Environmental Impact Assessment (EIA).
Kegiatan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
merupakan kegiatan untuk menilai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan
tidak berdampak merugikan lingkungan (flora, fauna, tanah, air,  tataguna
lahan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan masyarakat dan komponen
lingkungan lainnya.  Kegiatan AMDAL ini merupakan kegiatan yang
sangat penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya dan
9 R.M. Gatot. Sumartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996), hal 13
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lingkungan dan merupakan bagian penting dalam pembangunan
berwawasan lingkungan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup" disebutkan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  Di
Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang
diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di
sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek fisik-
kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat.
Sejak tahun delapan puluhan, kegiatan AMDAL ini dilaksanakan oleh
Pusat Studi Lingkungan beberapa perguruan tinggi negeri dan beberapa
konsultan yang menggunakan tenaga ahli dari perguruan tinggi.
Walaupun sudah dilaksanakan sejak tahun delapan puluhan,
kegiatan AMDAL yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Lingkungan masih
mengalami berbagai kendala dan masalah sehingga mulai tidak optimal,
sehingga harus didiskusikan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran
Pusat Studi Lingkungan dalam Penyelenggaraan AMDAL. Landasan
hukum pelaksanaan AMDAL adalah :
1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup,
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2. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis
mengenai dampak lingkungan (AMDAL),
3. Keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 02 tahun
2000 tentang panduan penilaian dokumen AMDAL,
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
nomor 08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan
keterbukaan informasi dalam proses AMDAL,
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 08 tahun 2006
tentang pedoman penyusunan AMDAL,
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006
tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi AMDAL,
Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diuraikan secara
lengkap mengenai Analisis Mengenai Dampak lingkungan.
Pengertian AMDAL : Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.10
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dampak penting
ditentukan berdasarkan kriteria:
10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak
rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan
terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Kegunaan AMDAL, khususnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan
adalah:
a. Mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tidak
rusak, terutama sumberdaya alam yang tidak dapat
diperbaharui;
b. Menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya
terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain dan
masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan;
c. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran,
misalnya timbulnya pencemaran air, udara, tanah, kebisingan
dan sebagainya sehingga tidak mengganggu kesehatan,
kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
18
d. Agar dapat diketahui manfaat yang berdayaguna dan
berhasilguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara
Pengalaman menunjukkan, AMDAL hingga sekarang masih belum
efektif digunakan dalam proses perencanaan. Sebab-sebab penting tidak
efektifnya AMDAL ialah i) pelaksanaan AMDAL yang terlambat, sehingga
tidak dapat lagi mempengaruhi proses perencanaan tanpa menyebabkan
penundaan pelaksanaan program atau proyek dan menaikkan biaya
proyek, ii) kurangnya pengertian pada sementara pihak tentang arti
peranan AMDAL sehingga AMDAL dilaksanakan sekedar untuk memenuhi
peraturan perundang-undangan atau bahkan disalahgunakan untuk
membenarkan suatu proyek, iii) belum cukup berkembangnya teknik
AMDAL untuk dapat dibuatnya AMDAL yang relevan dan dengan
rekomendasi yang spesifik dan jelas, iv) kurangnya keterampilan pada
Komisi AMDAL untuk memeriksa laporan AMDAL dan v) belum adanya
pemantauan yang baik untuk mengetahui apakah rekomendasi AMDAL
yang tertera dalam RKL benar-benar digunakan untuk menyempurnakan
perencanaan dan dilaksanakan dalam implementasi proyek. Dengan
mengintegrasikan pertimbangan lingkungan yang holistik sebagai bagian
internal proses perencanaan yang berwawasan lingkungan.11
11 Otto Soewarmoto, ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, cetakan
ketujuh (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVRSITY PRESS, 1997), hal 72
19
C. Komisi Penilai AMDAL
1. Pengertian Komisi Penilai AMDAL
Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas untuk menilai
dokumen Amdal. Dalam melakukan penilaian Komisi Penilai wajib memiliki
lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal.
Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas
kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Dokumen
Amdal telah memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian
dokumen Amdal.
Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai
kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan
sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan
ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus
didaasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan
pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan
keamanan, kesesuaian dengan rencana pembagian wilayah dan rencana
tata ruang wilayah.
2. Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL
Yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal adalah:
a. Ketua Komisi
Ketua Komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi Penilai Amdal pusat,
Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditugasi
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mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat propinsi untuk Komisi
Penilai Amdal Propinsi, Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat
lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat
Kabupaten/Kota.
b. Sekertaris Komisi
Sekertaris Komisi dijabat oleh seorang pejabat yang menangani
AMDAL baik di Pusat maupun di Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).
c. Anggota Komisi
Anggota Komisi terdiri dari: wakil instansi/dinas teknis yang
mewadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli di bidang lingkungan
hidup, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji,
wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang
dianggap perlu.
3. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL
Sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal,
Tim Teknis terdiri atas:
a. ketua yang secara ex-officio dijabat oleh sekertaris komisi
penilai
b. anggota yang terdiri atas:
1) wakil dari instansi lingkungan hidup;
2) wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan;
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3) ahli terkait usaha da/atau kegiatan yang bersangkutan;dan
4) ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
Tim Teknis bertugas untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL
dari aspek teknis yang meliputi:
a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis
di bidang AMDAL;
c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang
teknis sektor bersangkutan;
d. ketetapan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
e. kesahihan data yang digunakan; dan
f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang
digunakan;
g. kelayakan ekologis.
Pembentukan Tim Teknis ini didasarkan atas pertimbangan
efisiensi proses AMDAL. Masalah-masalah teknis diselesaikan oleh Tim
Teknis secara tuntas, sehingga dalam rapat penilaian oleh Komisi AMDAL
yang dibahas hanyalah masalah kebijakan dan diharapkan tidak ada lagi
pembicaraan mengenai masalah teknis.
4. Tugas dan Kewenangan Komisi Penilai AMDAL
a. Tugas Komisi Penilai Amdal
1) Menilai KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan
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2) Memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam
pengambilan keputusan KA dan kelayakan lingkungan hidup
atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada:
a) Menteri untuk komisi penilai pusat;
b) Gubernur untuk komisi penilai provinsi;
c) Bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota
b. Kewenangan Komisi Penilai Amdal
1) Komisi penilai pusat berwenang menilai dokumen AMDAL
bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi
kriteria:
a) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis
dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara
yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai pusat
sebgaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2008; dan/atau
b) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dari
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2008 yang berlokasi:lebih dari satu wilayah
provinsi, di wilayah sengketa dengan negara lain, di
wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari
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garis pantai ke arah laut lepas; dan/ataudi lintas batas
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara
lain.
2) Komisi penilai provinsi berwenang menilai dokumen AMDAL
bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
a) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang
penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai provinsi
sebgaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008; dan/atau
b) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III, dan Lampiran IV dari Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 yang
berlokasi: lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, di lintas
kabupaten/kota, dan/atau di wilayah laut paling jauh dari 12
(dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk
kabupaten/kota.
3) Komisi penilai kabupaten/kota berwenang menilai dokumen
AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di
wilayah kabupaten/kota dan memenuhi kriteria:
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a) Jenis usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis yang
penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008
dan/atau
b) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang penilaiannya dilakukan
oleh komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 05 Tahun 2008.
Kewenangan penilaian AMDAL sebaimana dimaksud diatas hanya
berlaku bagi komisi penilai kabupaten/kota yang memiliki lisensi sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang menngenai tata laksana
lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota.
D. Teori Kewenangan
Penggunaan Teori Kewenangan dalam penelitian ini dikarenakan,
penelitian akan dilakukan di Kabupaten Enrekang dan terkait Tim Penilai
menjadi berhubungan dengan kewenangan Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota. Kewenangan dalam hal ini erat kaitannya dengan
kewenangan pejabat menerbitkan lisensi serta pejabat yang secara ex-
officio merupakan keterwakilan instansi dalam perannya menilai AMDAL.
Berbagai literatur sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan
dan wewenang. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara,
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agar negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, maka
(organ) negara harus diberi kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan
tersebut negara dapat bekerjasama, melayani warga negaranya. Max
Weber menyebut kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai
wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu
sistem hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta
dipatuhi masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.12 Kewenangan
atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata
negara dan hukum administrasi.
Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority”
dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda.
Authority dalam Black`s Law Dictionary diartikan sebagai Legal power; a
right to command or to act; the right and power of public officers to require
obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.13
(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk
memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk
mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).
"Bevoegdheid" dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon
memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang”
dan “bevoegdheid”. Istilah "bevoegdheid" digunakan dalam konsep hukum
privat dan hukum publik, sedangkan "wewenang"  selalu  digunakan
12 Max Weber Dalam A. Gunawan Setiardja, Dialetika Hukum Dan Moral dalam
Pembangunan Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal 52.
13 Henry Campbell Black, Black’S Law Dictionary, (West Publishing, l990), hal.
133.
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dalam konsep hukum publik. 14 Wewenang (authority, competence) 15
adalah  hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu).
Wewenang merupakan faktor penting dan mendasar dalam hal
pembentukan perundang-undangan  termasuk peraturan daerah. Sebagai
suatu konsep hukum publik, wewenang pemerintahan sekurang-
kurangnya terdiri atas, 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum
dan konformitas hukum. 16 Komponen pengaruh bermakna bahwa
penggunaan wewenang pemerintahan dimaksudkan untuk mengendalikan
perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum bermakna bahwa
wewenang pemerintahan selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
Sementara komponen konformitas hukum mengandung makna adanya
standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan
standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang
tidak hanya meliputi membuat keputusan pemerintahan (besluit), tetapi
meliputi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas dan pembentukan
wewenang serta distribusi weenang utamanya ditetapkan dalam undang-
undang dasar.17
14 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-
Des, l997,  hal 1.
15 John M. Echols dan Hassan Shadilly, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta:
Gramedia, 1997), hal 614.
16Hadjon, P.M., Pengkajian Ilmu Hukum. Pelatihan Metode Penelitian Hukum
Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas
Airlangga, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 11-12
Juni 1997,  hal. 3.
17 Philipus M. Hadjon, dalam Malik, Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi
Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (Malang: Program Pascasarjana
Universitas Brawijaya, 1997), hal. 31.
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Pada prinsipnya, kewenangan daerah meliputi beberapa unsur
sebagai berikut:
1. hak dan kewajiban untuk melaksanakan hukum positif, tindakan
hukum tertentu, atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan
akibat hukum dan mencakup mengenai timbul-lenyapnya akibat
hukum tertentu;
2. diperoleh secara atributif, derivatif, delegasi ataupun mandate;
3. dalam  bentuk expressimplied, fakultatif dan vrij bestuur;
4. dilaksanakan secara mandiri melalui asas desentralisasi, asas
dekonsentrasi dan asas pembantuan (medebewind).
5. berdasarkan atau bersumber dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan
6. dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan kewenangan ini secara teoretis bersumber dari
konsep pembagian kekuasaan. Istilah pembagian kekuasaan berarti
bahwa kekuasaan memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi
tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian
itu dimungkinkan adanya kerjasama. Para pendiri negara (founding
fathers and mothers) telah menunjukkan dasar dan sendi sistem
pemerintahan negara menurut UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara
hukum, salah satu unsur negara hukum yaitu adanya pembagian
kekuasaan dalam negara.
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Negara hukum dengan konsep pembagian kekuasaan
dimungkinkan untuk menghindari kekuasaan terpusat pada satu lembaga
dan supaya fungsi kontrol secara optimal. Berbagai konsep pembagian
kekuasaan, seperti dwi praja dari Hans Kelsen: Legislatio dan Executio
atau Policy Making (pembuat kebijakan)dan Policy Executing (pelakasana
kebijakan. Selanjutnya konsep Tri Praja dari John Locke: Legislatif,
Eksekutif dan Federatif, dalam konsep yang hampir sama Montesquieu
juga menyampaikan tentang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
C. Van Vollenhoven juga menawarkan gagasan tentang Catur Praja yang
terdiri dari tuursrecht regelaarsrecht, justitierecht, politierecht. Kemudian
Stellinga menghadirkan konsep Panca Praja yakni Administratiefrecht
Voor de Wetgeving, Administratiefrecht Voor Het Bestuur, Administratief
Voor de Politie, Administratiefrecht Voor de Rechtspraak
danAdministratiefrecht Voor de Bonger. Kewenangan daerah khususnya
propinsi sebelum adanya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sudah diatur secara implisit didalam PP No. 25 Tahun 2000.
Seperti di ketahui bahwa keuangan dalam PP No. 25 Tahun 2000 dapat
dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis kewenangannya yaitu :
1. Kewenangan kebijakan
2. Kewenangan melakukan kerjasama
3. Kewenangan pemberian dukungan
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4. Kewenangan bersifat operasional18
Kecuali yang berkaitan dengan kewenangan absolut pemerintah
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun
2014, kewenangan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah pusat
menurut PP Tahun 2000 sebagian besar merupakan kewenangan yang
bersifat kebijakan seperti penerapan pedoman, penetapan standarisasi,
penetapan kriteria dan lain sebagainya.
Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan
(macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak
berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang berarti hak dan
kewajiban.19
Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan
perundang-undang dapat diperoleh melalui cara yaitu, atribusi, delegasi
dan mandat. Untuk itu maka penulis akan mencoba menjelaskan satu
persatu.
1) Kewenangan Atribusi
Menurut kamus istilah hukum, atribusi (attributie) mengandung arti
pembagian (kekuasaan), dalam kata Attributie Van Rechtsmacht, diartikan
sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (absolute
competentie atau kompetensi mutlak), yang merupakan lawan dari
Distributie Van Rechsmacht. Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum)
18Sadu Wastitiono, Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, (Bandung: Algraprint, 1997), hal 17.
19BagirManan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet Keempat, (Yogyakarta:
Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001),  hal 74.
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diciptakan suatu wewenang.  Atribusi kewenangan terjadi apabila
pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi.
Atribusi digambarkanya sebagai pemberian kewenangan kepada
suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu di atas
nama dan menurut pendapatnya sendiri, tanpa si pemberi itu sendiri
ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan itu. Atribusi terjadi,
pemberian kewenangan dari pihak yang sendiri tidak ditunjuk untuk
menjalankan kewenangan itu. Atribusi digambarkannya sebagai
pemberian kewenangan kepada suatu orang lain, yang menjalankan
kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya
sendiri.
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang
langsung bersumber dari undang-undang dalam arti materil. Pembentukan
wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undang. Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan
wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima
wewenang. Pertanggungjawaban internal diwujudkan dalam bentuk
laporan pelaksanaan kekuasaan, sedangkan pertanggungjawaban dari
aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga
apabila dalam melaksanakan kekuasaan melahirkan derita atau kerugian
bagi pihak lain. Penerima wewenang bertanggunggugat atas segala akibat
negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan20.
20 Sadu Wastitiono,Op.cit
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D. van Wiljk/ Willem Konijnenning mendefenisikan atribusi adalah
pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang
kepada organ pemerintahan. Berbeda dengan van Wiljk, F.A.M. Stroink
dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa Atribusi berkenan dengan
penyerahan wewenang baru. Berdasarkan algemene bepalingen van
administrateif adalah wewenang dikemukanakan bila undang-undang
menyerakan wewenang tersebut kepada organ tertentu21.
Berdasarkan keterangan yang disebutkan diatas, tampak bahwa
wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan
memperoleh kewenangan secara langsung dari bunyi redaksi pasal-pasal
tertentu dalam suatu undang-undang. Dalam atribusi, penerima
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas
wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab secara interen dan
secara ektern pelaksanaan wewenang yang diatribusi sepenuhnya berada
pada penerima wewenang.
2) Kewenangan Delegasi
Kata delegasi atau delegatie mengandung arti penyerahan
wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.
Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain
dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, adanya
21 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2006), hal 108.
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penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang satu
kepada badan atau pejabat pemerintah yang lainnya.
Pada konsep delegasi, tidak ada pencipta wewenang dari pejabat
satu kepada yang lain, atau dari badan administrasi satu kepada yang
lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan
hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans,
sedangkan pihak yang penerima wewenang disebut delegataris. Setelah
delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung
jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang,
sepenuhnya berada pada delegataris22.
Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi
delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya,
maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama.
Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan
kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan
ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi
dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan
bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang
itu tidak mampu melaksanakan wewenang tersebut.
Pendelegasian dalam organ Negara berarti perluasan lingkungan




Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga
saat itu ditunjuk untuk menjalankannya, kepada satu organ lain yang sejak
saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan itu atas namanya
dan menurut pendapatnya sendiri. Pada delegasi, terjadi penyerahan
kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk
menjalankan kewenangan itu, sedangkan pada atribusi terjadi pemberian
kewenangan dari pihak yang sendiri tidak (tanpa) ditunjuk untuk
menjalankan kewenangan itu. Delegasi merupakan penyerahan
wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada
badan atau penjabat pemerintahan lainnya. Wewenang yang diperoleh
dari delegasi badan atau penjabat, wewenang yang diperoleh dari
delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk
subdelegatoris ini berlaku sama dengan delegasi. Jadi, wewenang yang
diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada organ-
organ atau kepada pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau
pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu
melaksanakan sendiri wewenang tersebut.
3) Kewenangan Mandat
Kata mandat mengandung pengertian perintah (opdracht) yang
didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa maupun kuasa penuh
(volmacht). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan
pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat
perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain,
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yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah
yang pertama tersebut Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun
penyerahan wewenang. Jadi  pokok mandat adalah suatu bentuk
perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada
mandat, mandans tetap berwenang untuk menangani sendiri
wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat
memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu.
Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang
diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa
mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat. Selain
kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ
atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya,
mandate dapat dianggap sah menurut hukum jika memenuhi tiga syarat :
(1) de mandtaris aanvardt het mandaat; (2) de gemendateerde
bevoegdheid ligt in de sfeer van de normale bevoegdheden van
demandataris, en; serta (3) debetrokken werttlijke rgling verzet neit tegen
(deze vorm van) mandatering.
Pada perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya adalah
suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan
maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara
yang memberi mandat. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil
pejabat yang menerima mandat, pada hakikatnya merupakan keputusan
dari pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Sebagai
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konsekuensinya, bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat atas
diterbitkannya keputusan atas dasar suatu mandat tetap berada pada
pejabat yang memberi mandat.
Dengan kata lain pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak
untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tangggung jawab akhir
dari keputusan yang di ambil  mandataris, tetap berada pada pemberi
mandat. Selain itu, untuk mandat tidak diperlukan adanya ketentuan
peraturan perundang-undangan yang melandasinya, karena mandat
merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarkis dalam organisasi
pemerintahan23.





Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan
bahan kepustakaan sebagai data sekunder yaitu data awal yang
bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan bahan
hukum lain yang berhubungan dengan substansi penelitian yang
kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian
ini menganalisa kompetensi komisi penilai dokumen AMDAL dalam
pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang. Pendekatan yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach)
B. Tempat dan Lokasi Penelitipan
Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih
tempat penelitian di Kabupaten Enrekang, dengan lokasi penelitian Kantor
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang.
Alasan penulis memilih tempat dan lokasi penelitian pada instansi tersebut
dikarenakan Kompetensi Penilai AMDAL berhubungan dengan kinerja
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Enrekang, serta keterkaitan instansi tersebut dengan objek yang akan
penulis teliti sebagai fokus dari salah satu unsur penting pada
keanggotaan komisi penilai AMDAL. Seiring berjalannya penelitian,
karena data yang diperlukan tidak didapatkan di KLHKP Kabupaten
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Enrekang maka penulis memperluas wilayah penelitian yaitu pada Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan sehingga bahan hukum serta
data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan
lengkap dan komprehensif.
C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga
mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian
hukum ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan,
atau catatan-catatan resmi dan wawancara. Sedangkan sumber bahan-
bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum. Publikasi tersebut
meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah
hukum dan komentar-komentar terkait penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu
studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan upaya
dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder antara lain melalui
berbagai peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar; koran,
majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan
dengan isu yang dikaji dalam skripsi ini. Kemudian wawancara dilakukan
dengan cara diskusi dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki
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kompetensi terkait isu yang dibahas dalam skripsi ini pada instansi
sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
E. Analisis Data
Terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, telah dikaji
dengan cara memaparkan hasil obyek penelitian. Kemudian menguraikan
hasil penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pejabat
terkait di Kanor Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yaitu pimpinan
instansi, para staf di bidang Amdal, dan melakukan wawancara dengan
salah satu anggota Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Selatan. Dari
hasil analisis dan telaah serta penafsiran bahan hukum kemudian




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Peraturan Terkait Lisensi Komisi Penilai Amdal
Komisi Penilai Amdal, berdasarkan Pasal 30 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, terdiri atas wakil dari unsur: 24
a. instansi lingkungan hidup;
b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang
timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
f. organisasi lingkungan hidup.
Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012
Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang dalam konsideran
menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
bahwa:
24 Pasal 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Komisi penilai dibentuk oleh: 25
a. Menteri untuk komisi penilai pusat;
b. Gubernur untuk komisi penilai provinsi;
c. Bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota
Atas pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud diatas, maka
perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (AMDAL) melalui ketetapan dengan Keputusan Bupati Enrekang.
Tabel 1. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) Daerah Kabupaten Enrekang
PENGARAH 1. Bupati Enrekang




Sekertaris Daerah Kabupaten Enrekang
Kepala Kantor LH-KP Kabupaten Enrekang
ANGGOTA
Anggota Tetap 1. Kepala Bappeda Kab. Enrekang
2. Kadis Kesehatan Kab. Enrekang
3. Kadis Kuperindag Kab. Enrekang
4. Kepala DISTANBUN Kab. Enrekang
5. Kepala DISNAKEN Kab. Enrekang
6. Kadis Kehutanan Kab. Enrekang
7. Kadis HUBINBUPAR Kab. Enrekang
8. Kadis PU Kab. Enrekang
9. Kadis Pertambangan Kab. Enrekang
25 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara LIngkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
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Anggota Tidak Tetap
10.Kepala Pelaksana BPBD Kab. Enrekang
11.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Enrekang
12.Kabag Hukum Setda Kab. Enrekang
13.Kabag SDA Setda Kab. Enrekang
14.Kasubag dan Kasi Kantor LH-KP Kab.
Enrekang
1. Pakar / Para Ahli Lingkungan Hidup
2. Para Staf Ahli Bupati Enrekang
3. Para Asisten Sekda Kab. Enrekang
4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Camat Se-
Kab. Enrekang
5. Tokoh-tokoh masyarakat yang terkena
dampak
6. LSM, Organisasi Sosial kemasyarakatan
yang terkait dengan Lingkungan Hidup
Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang
Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Enrekang.
Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor
99/KEP/SETDA/2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekertariat
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Enrekang dalam konsideran menimbang bahwa dalam rangka
pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara LIngkungan
Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis
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Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa Komisi Penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknnis;
b. sekertariat komisis penilai
berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dibentuk Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) melalui ketetapan yaitu
Keputusan Bupati Enrekang.
Tabel 2. Susunan Keanggotaan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak
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Sumber: Lampiran I Keputusan Bupati Enrekang Nomor 99/KEP/SETDA/2012 Tentang
Pembentukan Tim Teknis dan Sekertariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang.
Tabel 3. Susunan Keanggotaan Sekertariat Komisi Penilai Analisis









2. Muhtar Janna, S.Pd
3. Sukardi
4. Djasmawati Mahmud, S.Si






Sumber: Lampiran II Keputusan Bupati Enrekang Nomor 99/KEP/SETDA/2012 Tentang
Pembentukan Tim Teknis dan Sekertariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang.
Berdasarkan pada ketetapan tersebut di atas, bahwa Kabupaten
Enrekang telah membentuk Komisi Penilai Amdal namun karena tidak
berlisensi sehingga komisi tersebut tidak dapat melaksanakan penilaian.









26 Data Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten - Kota (Tahun 2013) diakses



































































































Sumber: website Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Dokumen Amdal, berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai
Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan dan tatacara lisensi tersebut
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15
Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012
Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
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Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati
Enrekang Nomor 99/KEP/SETDA/2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis
dan Sekertariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Enrekang sehubungan dengan syarat terkait
Pasal 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut pengamatan penulis
keterwakilan unsur penilai telah terpenuhi. Namun jika ditinjau lebih lanjut
bagaimana implementasi peraturan tentang tata cara pembentukan komisi
penilai Amdal di daerah Kabupaten/Kota bahwa dalam pembentukannya
persyaratan yang harus dipenuhi adalah: 27
a. ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat
eselon II;
b. memiliki sekertariat komisi penilai yang berkedudukan di
instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah
lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2 (dua) orang
dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 orang;
d. keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di
bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, social, budaya, kesehatan,
perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya
masyarakat sebgai salah satu anggota komisi penilai; dan
27 Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010
tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi
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f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau
yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas
lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.
Ketua Komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi Penilai Amdal pusat,
Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat propinsi untuk Komisi
Penilai Amdal Propinsi, Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat
lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat
Kabupaten/Kota.
Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang
Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Enrekang pada lampiran susunan keanggotaan
Tim Penilai Amdal menetapkan Sekertaris Daerah Kabupaten Enrekang
sebagai ketua yang mana seharusnya jabatan tersebut diduduki oleh
Kepala Instansi Lingkungan Hidup. Menurut penulis, hal ini disebabkan
oleh status instansi yang bukan merupakan Badan ataupun Dinas
Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh pejabat yang hanya setingkat
eselon III sehingga kemungkinan atas pertimbangan tersebut mengenai
persyaratan pembentukan Komisi Penilai Amdal bahwa Komisi Penilai
harus dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II sehingga Bupati
Enrekang menetapkan pejabat eselon II yaitu Sekertaris Daerah
Kabupaten Enrekang sebagai Ketua Komisi.
Dalam kaitannya dengan persyaratan tersebut, penulis
49
berpendapat bahwa status Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten
Enrekang tidak sewajarnya masih bertaraf kantor dengan pimpinan
bereselon III, mengingat luasnya cakupan tugas dan kewenangannya
yaitu; Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan. Hal ini sejalan
dengan tanggapan Dra. Hj. Andi Nur Fitriani Said, M.Pd (Kepala Kantor
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang)
yang mengatakan bahwa: 28
“Pada berbagai agenda kegiatan ketika saya bertemu rekan-rekan
pimpinan instansi dari kabupaten lain yang menanyakan
nomenklatur instansi saya dan eselon saya, seluruhnya heran
ketika mengetahui di Kabupaten Enrekang Instansi Lingkungan
Hidup masih merupakan Kantor dengan dipimpin pejabat eselon
III.”
Pendapat tersebut selanjutnya dikomentari oleh salah seorang staf,
Djasmawati Mahmud, S.Si mengatakan bahwa:29
“Waktu Pak Hardi (Mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Enrekang) dulu pernah mengajukan kenaikan taraf
kantor tapi tidak tau kenapa tidak jelas selanjutnya bagaimana,
bagus kalau mengusul ulangki.”
Selanjutnya, Djasmawati Mahmud, S.Si juga berkomentar
mengenai Penilai Amdal bahwa tidak ada penilai di Kabupaten Enrekang
sehingga dalam penilaian Amdal, Kabupaten Enrekang harus meminta
Komisi Penilai Provinsi melalui permohonan. Penulis menyarankan
pembentukan komisi penilai namun menurutnya, belum ada sumber daya
yang berkompeten di Kabupaten Enrekang.
28 Wawancara Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Enrekang tanggal 29 Maret 2016
29 Wawancara Staf Seksi Pengawasan, Penanganan Pencemaran dan AMDAL
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang tanggal 29
Maret 2016
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Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh
tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian
teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. Pakar independen dan
sekretariat ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal. 30
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal berdasarkan
Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib memiliki izin lingkungan. Izin
lingkungan dimaksud diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup. Izin lingkungan tersebut wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Dan izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib
menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak
dilengkapi dengan amdal. Dan Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila: a.
persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat
30 Pasal 31 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa
memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi
tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c.
kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
diantaranya bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL. Pemerintah dan pemerintah
daerah berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membantu
penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi
lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Bantuan
penyusunan amdal dimaksud berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunan amdal. Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan
ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Amdal berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2012 merupakan satu diantara dokumen yang
harus dilengkapi dalam mengajukan izin ingkungan. Dalam hal terbitnya
izin lingkungan yang tidak dilengkapi dokumen Amdal, berdasarkan Pasal
93 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat dapat
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mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (izin
lingkungan) tersebut jika badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal. Tata cara
pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha egara berdasarkan
Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengacu pada Hukum
Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, berdasarkan Pasal 111
ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan sebagai melakukan tindak
pidana yang diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).
Kemudian, jika penangungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
Amdal, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
izin lingkungan yang telah diterbitkan tersebut dapat dibatalkan oleh
menteri, gubernur, atau bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya).
Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf i Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
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Hidup, setiap orang dilarang, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal. Jika menyusun Amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun Amdal, maka penyusun Amdal tersebut
berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Berkaitan dengan Amdal dan informasi awal yang penulis dapatkan
bahwa hanya satu jenis usaha yang wajib Amdal di Kabupaten Enrekang,
faktanya setelah melakukan penelitian di Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan penulis mendapatkan data bahwa ada
beberapa usaha wajib amdal di Kabupaten Enrekang dan Komisi Penilai
Amdal Provinsi telah melakukan penilaian terhadap dokumen amdal serta
mengeluarkan keputusan kelayakan lingkungan, ternyata yang dimaksud
dan dipahami Amdal oleh para pegawai di Kantor Lingkungan Hidup,
Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Enrekang adalah DELH Rumah
Sakit Massenrempulu karena kegiatan telah berjalan sebelum
ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud
kegiatan telah berjalan adalah kegiatan yang sudah melakukan kegiatan
fisik dan menimbulkan dampak lingkungan, terutama pada tahap
konstruksi ataupun pada tahap operasi. Dalam konteks ini, dikatakan
sudah berjalan namun belum melakukan kajian/studi lingkungan (seperti
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Amdal atau UKL-UPL), sehingga menjadi subyek untuk melaksanakan
DPPL/DELH/DPLH). Rumah Sakit Massenrempulu telah beroperasi sejak
Tahun 2015 sehingga wajib membuat DELH.
Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
188.34/6354/BLHD berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup
nomor B/4134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang
Arahan  Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang isinya
memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
untuk melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha
dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL dan diberikan
jangka waktu untuk menyelesaikan dokumen DELH dan/atau DPLH dan
mendapatkan izin lingkungan hidup paling lambat bulan Juni Tahun 2015.
Menindaklajuti Surat Edaran tersebut, Kantor Lingkungan Hidup
menyampaikan kepada usaha yang dimaksudkan untuk menyusun DELH.
Pemerintah Kabupaten Enrekang (Bupati) melalui Surat Keputusannya
telah menetapkan operasional rumah sakit yang saat ini diperpanjang
melalui SK Bupati Nomor 01/KPMPTSP/IORS/III/2015 Tentang
Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu Kabupaten Enrekang, kemudian Menteri Kesehatan
Republik Indonesia melalui SK Menkes No. 782/MENKES/SK/X/2006
tanggal 02 Oktober 2006 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum
Daerah Massenrempulu Milik Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi
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Sulawesi Selatan dari Kelas D menjadi Kelas C dengan Kapasitas tempat
tidur yang siap dipakai sebanyak 180 buah. Luas bangunan RSUD
Kabupaten Enrekang adalah 14.824 m2, hal ini berarti bahwa bangunan
rumah sakit tersebut lebih dari 10.000 m2 sehingga kegiatan tersebut wajib
memiliki dokumen AMDAL seperti yang dijelaskan dalam Peraturan
Menteri No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib memiliki AMDAL Lampiran 1 Bagian A. Bidang Multisektor
bahwa untuk jenis kegiatan pembangunan bangunan gedung untuk skala
atau besaran ≥ 5 hektar atau ≥ 10.000 m2. Namun karena pada saat ini
kegiatan konstruksi sudah selesai dibangun sejak tahun 2013 dan RSUD
Kabupaten Enrekang telah melakukan kegiatan operasional sejak tahun
2005 maka sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup wajib menyusun
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup.
Perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan yang sudah berjalan
tersebut harus memiliki izin, baik izin usaha/izin lingkungan/HO. Apabila
kegiatan yang berjalan tersebut belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah, maka dianggap kegiatan tersebut ilegal dan tidak
bisa dikenakan untuk membuat DPPL/DELH/DPLH. Seharusnya izin tidak
dapat diperoleh para pemilik kegiatan itu sebelum mereka memiliki
dokumen lingkungan hidup. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, baik
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kontruksi maupun operasi tidak diperkenankan untuk membuat Amdal
maupun UKL-UPL.
Dalam implmentasinya, DELH Rumah Sakit Umum Massenrempulu
yang telah disusun dan dinilai telah mengikuti prosedur yang berlaku
sehingga Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Enrekang telah menetapkan Tentang Dokumen Evaluasi
Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu
di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan Oleh Rumah Sakit
Umum Daerah Massenrempulu Enrekang melalui Keputusan Nomor
14/KEP/DELH-KLHKP/XII/2015.
Audit lingkungan secara umum merupakan dokumen sukarela
(kecuali yang bersifat wajib dan diperintahkan oleh Menteri Negara
Lingkungan Hidup karena adanya kasus lingkungan). Tergantung pada
kasus yang ada, secara umum dokumen audit lingkungan (sukarela) tidak
dapat menggantikan kewajiban Amdal atau UKL-UPL.31 Acuan penilaian
sepenuhnya tergantung pada kemampuan instansi lingkungan hidup di
masing-masing tingkat pemerintahan. Penilaian selain memastikan
kualitas kajian dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan, juga
dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan penyelesaian kepada
para pemilik kegiatan yang belum memiliki dokumen pengelolaan
lingkungan hidup.
DPPL/DELH/DPLH merupakan salah satu solusi teknis dan
31 Esther Simon, dkk.  Seputar DOKUMEN LINGKUNGAN (Jakarta: Deputi
Menteri Negara Lingkungan Hidup Tata Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia/Danish International Development Agency, 2010). Hal 41
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administratif untuk memperbaiki kondisi dimana pemilik kegiatan yang
tidak memiliki perencanaan pengelolaan lingkungan (tidak memiliki
dokumen pengelolaan lingkungan).32 Untuk menjaga kualitas penyusunan
DPPL/DELH, para penyusun minimal memiliki sertifikat pelatihan
penyusun Amdal dan memiliki pengetahuan yang memadai, serta khusus
untuk DELH juga bersertifikat auditor lingkungan yang tersertifikasi.
Pengalaman dan pengetahuan lain di bidang audit lingkungan akan
menjadi nilai tambah dalam penyusunan DPPL/DELH tersebut. Kriteria
suatu kegiatan yang sudah berjalan dikenakan kewajiban untuk membuat
DELH/DPLH adalah:
1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum ditetapkannya
UU Nomor 32 Tahun 2009 (tanggal 3 Oktober 2009);
2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum ditetapkannya
UU Nomor 32 Tahun 2009 (tanggal 3 Oktober 2009);
3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen
lingkungan hidup tetapi tidak sesuai.
Keempat kriteria harus dipenuhi artinya tidak boleh salah satu tidak
dipenuhi. Kriteria untuk membuat dokumen lingkungan bagi kegiatan yang
berjalan ini sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 Pasal 121 hanya sampai
tanggal 3 Oktober 2011 dan selanjutnya mekanisme hokum yang berlaku.
32 Ibid, hal 42
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Perlu diketahui mekanisme pembuatan dokumen lingkungan hidup
untuk kegiatan yang sudah berjalan yang dikenal saat ini adalah DPPL,
DELH, dan DPLH. Apabila suatu kegiatan yang telah berjalan tersebut
teridentifikasi melakukan pelanggaran berupa pencemaran, maka
terhadap kegiatan tersebut, pelaksanaan pembuatan dokumen lingkungan
hidup tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
lingkungan yang berlaku.
Pada dasarnya kewajiban memiliki dokumen pengelolaan
lingkungan merupakan tanggung jawab pemilik usaha/kegiatan. Namun
demikian penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan yang telah
berjalan tersebut hanya dapat disusun oleh penyusun yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Bagi kegiatan skala Amdal atau UKL-UPL yang ditetapkan
menyusun DPPL maupun kegiatan skala Amdal yang telah
ditetapkan DELH (sebelum 3 Oktober 2010), maka kriteria yang
harus dipenuhi bagi penyusun:
Penyusunan dapat dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan atau dapat dibantu oleh konsultan lingkungan, namun penyusun
tersebut telah memiliki sertifikat penyusun Amdal dan memiliki
pengetahuan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dikaji.
2. Untuk kegiatan skala Amdal yang ditetapkan untuk menyusun
DELH (yang diberlakukan 4 Oktober 2010 - 3 Oktober 2011)
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dengan kriteria:
Kualifikasi Auditor Lingkungan Hidup:
a. Pendidikan Min S1;
b. Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH min 3 tahun;
c. Pelatihan metodologi audit;
d. Diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup dan;
e. Memiliki pengalaman menyusun Amdal 5 kali (dalam 5 tahun
terakhir)
Atau
a. Telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dan
b. Pernah mengikuti pelatihan metodologi audit (audit lingkungan,
mutu, EMS, K3/HSE, dan/atau pengenalan audit).
3. Bagi kegiatan skala UKL-UPL yang telah ditetapkan DPLH, maka
kriteria penyusun tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat tertentu,
namun memiliki pengetahuan di bidang usaha dan/atau kegiatan
yang dievaluasi.
Untuk kegiatan skala UKL-UPL yang dahulu telah ditetapkan DPPL
namun belum melaksanakan penyusunan DPPL, untuk memudahkan
penyusunan maka instansi lingkungan hidup dapat mengajukan
perubahan DPPL menjadi DPLH kepada Kantor Lingkungan Hidup.
Penilaian dokumen lingkungan bagi kegiatan yang telah berjalan
tetapi belum memiliki dokumen lingkungan tidak diberikan format secara
khusus, namun penilaian harus dilakukan oleh bagian yang menangani
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Amdal/UKL-UPL di instansi lingkungan hidup. Staf pada instansi tersebut
dianggap sudah menguasai cara-cara penilaian Amdal dan UKL-UPL.
Penilaian ini bersifat pembinaan dan mengarahkan pemilik kegiatan agar
segera memperbaiki kinerja perencanaan dan pengelolaan
lingkungannya. Para penilai dalam melakukan penilaiannya dapat
mengacu pada literatur Amdal dan UKL-UPL.
Apabila instansi lingkungan tidak memiliki bagian Amdal atau UKL-
UPL dan tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan keterbatasan SDM,
instansi tersebut dapat meminta bantuan pemerintah provinsi untuk
melakukan penilaian atau mengundang pemerintah provinsi dalam
pelaksanaan penilaian tersebut.33
Menurut Herlina WHS, S.Si yang (sekertaris pada Sekertariat
Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang) belum ada Penilai Amdal
sehingga Kabupaten Enrekang harus terus menggunakan jasa Komisi
Penilai Amdal Provinsi, sedangkan saat ini usaha berdampak besar sudah
mulai merambah daerah-daerah seperti Kabupaten Enrekang. 34
Selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum terkait maraknya
pemeriksaan izin usaha dan/kegiatan, kelengkapan dokumen lingkungan,
dan pemantauan terhadap pengawasan pemerintah, pada proses
wawancara Kepala Seksi Pengawasan, Penanganan Pencemaran dan
AMDAL Muh. Sutrisno, SH menjelaskan bahwa tahapan sanksi tidaklah
33 Ibid, hal 44
34 Wawancara Staf Seksi Pengawasan, Penanganan Pencemaran dan AMDAL
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang sekaligus
sekertaris pada Sekertariat Komisi Penilai Amdal Kab. Enrekang. Tanggal 22 April 2016
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langsung di ranah pidana, melainkan masih ada jalur administratif sebagai
langkah awal jika terdapat kasus, aparat penegak hukum saat ini
berusaha untuk terus mengamati kemungkinan pelanggaran dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.35
Oleh karena itu sangat diharapkan agar setiap pihak memahami
peraturan dan menghindari pelanggaran, mengantisipasi kemungkinan
munculnya kasus dengan mengimplementasi peraturan terutama dalam
pengambilan keputusan/ kebijakan.
B. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelakasanaan Peraturan
1. Sarana dan Prasarana
Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sarana sebagaimana
Pasal 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan untuk adanya kerjasama
dengan laboratorium terakreditasi sebagai salah satu persyaratan yang
harus dipenuhi untuk membentuk komisi penilai amdal. Dalam hal ini
Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang belum mampu memenuhi
syarat tersebut.
Selain itu, peraturan yang tidak konsisten adalah salah satu faktor
yang mempengaruhi implementasi terhadap peraturan itu sendiri.
Ketidakharmonisan dinilai dari peraturan antar satu dengan lainnya yang
sejalan namun tidak tegas.
35 Wawancara Kepala Seksi Pengawasan, Penanganan Pencemaran dan
AMDAL Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang
tanggal 29 Maret 2016
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Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dokumen amdal dinilai
oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal
wajib memiliki lisensi dari Menteri, bupati/walikota kewenangannya.
Kemudian, Pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/kota yang belum
memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian
dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan
keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh gubernur.
Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 bahwa Komisi penilai pusat atau
provinsi yang belum memiliki lisensi paling lama 1 (satu) tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.
Peraturan mewajibkan adanya lisensi sebagai dasar kompetensi
komisi penilai lalu kemudian memberikan kebijakan bagi daerah yang
belum memiliki lisensi untuk sementara dapat menggunakan jasa Komisi
Penilai Provinsi tanpa mengatur batas toleransi, hingga kapan daerah
diberikan kesempatan membentuk Komisi Penilai Amdal. Peraturan
Menteri hanya mewajibkan komisi penilai pusat dan komisi penilai provinsi
untuk memiliki lisensi, menurut penulis hal ini merupakan faktor yang
sangat berpengaruh terhadap pembentukan komisi penilai di daerah.
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Daerah tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan karena
tidak didorong dengan keharusan dalam peraturan.
2. Sumber Daya Manusia
Ciri khas tata laksana AMDAL ada pada pelaku penilaiannya yang
hanya melibatkan Komisi Penilai Pusat  dan Komisi Penilai Daerah.
Keterlibatan masyarakat dipertegas melalui pengumuman, konsultasi
masyarakat, dan keikutsertaan wakil masyarakat dalam Komisi Penilai
AMDAL. “PP 27 menghilangkan konflik kepentingan dalam proses
perencanaan, implementasi dan pengawasan lingkungan. Semua proses
itu tidak bias dipegang satu tangan. Karena implementasi ada di sektor,
maka penilaian AMDAL perlu dilakukan oleh Komisi Penilai Pusat yang
berkedudukan di KLH.” 36 Untuk membantu meningkatkan pelaksanaan
AMDAL di daerah, KLH membuat pedoman serinci mungkin, Komisi
Penilai di kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan lisensi. Konsultan
AMDAL juga harus mendapat sertifikat kompetensi. Tujuannya agar
sumber daya manusia lebih kuat37
Lisensi komisi penilai Amdal (lisensi) adalah tanda bukti telah
dipenuhinya persyaratan komisi penilai Amdal baik di tingkat pusat,
provinsi, atau kabupaten/kota untuk dapat melakukan penilaian dokumen
Amdal. Tanpa lisensi maka komisi penilai Amdal tidak dapat melakukan
proses penilaian.
36 Karliansyah dalam Qipra Galang Kualita. Dan Perahu Itu Sudah Jauh Berlayar
Kisah 25 Tahun Perjalanan AMDAL(Jakarta: Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup
Tata Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup  Republik Indonesia/Danish
International Development Agency, 2011). Hal 16
37 Mohammad Askary dalam Qipra Galang Kualita, ibid, hal 17
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Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari
Menteri, bupati/walikota kewenangannya, persyaratan dan
sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan
Menteri.38
Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang yang tidak berlisensi
dalam hal ini tidak dipermasalahkan karena komisi tersebut tidak
melaksanakan penilaian. Sebagaimana peraturan menyatakan bahwa
setiap Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi untuk melakukan
penilaian. Namun, penulis sangat tertarik pada ketetapan Bupati Enrekang
dalam keputusannya membentuk komisi penilai bahwasanya tentu hal itu
dilakukan atas pertimbangan kebutuhan dan demi efisiensi dalam
mewujudkan pendekatan pelayanan. Faktanya, setelah pembentukan
tersebut melalui Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012
Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati
Enrekang Nomor 99/KEP/SETDA/2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis
dan Sekertariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Enrekang tidak ada tindak lanjut untuk memnuhi
persyaratan pembentukan lisensi, kendatipun tim tersebut hendak
dilanjutkan, masih ada ketimpangan terkait keanggotaannya bahwa
seharusnya ketua komisi adalah Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau
pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pengendalian dan
pengelolaan lingkungan hidup.
38 Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, berasal dari: 39
a. instansi lingkungan hidup Pusat, untuk Komisi Penilai Amdal
Pusat,
b. instansi lingkungan hidup provinsi, untuk Komisi Penilai
Amdal provinsi,
c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk Komisi
Penilai Amdal kabupaten/kota.  
Tetapi kenyataannya dalam pembentukan Komisi Penilai Amdal,
Bupati Enrekang memutuskan Ketua Komisi dijabat oleh Sekertaris
Daerah Kabupaten Enrekang.
Menurut penulis, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi tidak berlanjutnya proses pembentukan Komisi Penilai
Amdal Kabupaten Enrekang. Keputusan Bupati Enrekang tersebut cacat
hukum.
Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang belum memiliki lisensi
sehingga yang melakukan penilaian terhadap dokumen amdal atas
dokumen amdal jenis usaha yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang
dinilai oleh Komisi penilai Amdal Provinsi Sulawesi Selatan karena
merupakan  wilayah kewenangannya. Sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri bahwa:
Kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut,
untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh
komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan
39 Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan
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hidup diterbitkan oleh gubernur.40
Komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi namun
belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu atas permintaan bupati/walikota
untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi
penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap
diterbitkan oleh bupati/walikota.
Penilaian dokumen AMDAL oleh komisi penilai provinsi
diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Komisi
penilai provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL
dilakukan bersama-sama dengan anggota komisi penilai kabupaten/kota
dengan komposisi yang mengutamakan unsur- unsur komisi penilai
kabupaten/kota yang bersangkutan. Gubernur wajib menyerahkan kembali
penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL kepada bupati/walikota
apabila komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi dan
mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL setelah dilakukan
pembinaan.
Oleh karena Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan
berhak melakukan penilaian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
wajib Amdal kabupaten yang belum memiliki lisensi, dalam hal ini Komisi
Penilai Amdal Kabupaten Enrekang, maka penulis berupaya memperluas
40 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup
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wilayah penelitian penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
Berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementrian Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor: B-
12045/Dep.I/LH/PDAL/11/2013 tanggal 1 November 2013 perihal
Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal maka Gubernur Sulawesi
Selatan memberikan lisensi kepada Komsi Penilai AMDAL Provinsi
Sulawesi Selatan bahwa Komisi Penilai yang dimaksud telah memenuhi
persyaratan dan dapat melakukan proses penilaian AMDAL di wilayah
kerjanya. Lisensi tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai
Tanggal 15 Bulan November Tahun 2013 sampai dengan Tanggal 15
Bulan Novermber Tahun 2016.
Kompetensi Komisi Penilai Amdal tentunya dapat dinilai dari
kepemilikan lisensi. Keanggotaan yang berasal dari beberapa unsur telah
diatur masing-masing kewenangannya sebagai standar kompetensi dalam
melakukan proses penilaian.
Masing-masing unsur memiliki acuan dalam penilaian, karena
dalam hal penentuan anggota komisi telah dilakukan berdasarkan
peraturan dengan memenuhi tiap persyaratan yang ada. Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan nomor 306/11/Tahun 2013 tentang
Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan tugas Komisi
Penilai Amdal antara lain adalah: melakukan penilaian Dokumen
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Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) dan Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL); memberikan masukan dan dasar
pertimbangan dalam pengambilan Keputusan KA dan Kelayakan
Lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada
Gubernur; serta memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal
dari instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan bagi anggota
yang berasal dari perguruan tinggi;
c. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari
organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
d. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang
berasal dari wakil masyarakat yang terkena dampak dari
rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.




1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
3. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.




Kepala Bidang Standarisasi dan
Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup
BLHD Sulawesi Selatan.
1. Asisten Pemerintahan Setda
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kakanwil Badan Pertanahan
Nasional
5. Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah
6. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
7. Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda
8. Kepala PSL-UMI Makassar





12.SKPD yang membidangi Usaha
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dan/atau kegiatan.
Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 306/Ii/Tahun 2013
Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Komisi Penilai
AMDAL, Ketua Komisi membentuk Tim Teknis dan Sekertariat Komisi
Penilaian AMDAL Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Tabel 6. Susunan Keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
1. Ketua Tim Teknis
2. Sekertaris
3. Anggota
Kepala Bidang Standarisasi dan
Pemulihan Kualitas Lingkungan
(Sertifikat AMDAL A, B, C).
1. Prof. Dr. H. Hammado Tantu,
M.Pd (Sertifikat AMDAL A, B, C)
2. Ir. H. Burhanuddin S. Laside, MS
(Sertifikat AMDAL A, B, C)
3. Drs. H. Syamsul Atjo (Sertifikat
AMDAL A, B, C)
4. Ir. H. Anwar Latief, M.Pd
(Sertifikat AMDAL A, B, C)
5. Dra. Andi Isma, M.Hum (Sertifikat
AMDAL A, B, C)
6. Muhammad Nur Salam, SH., M.Si
(Sertifikat AMDAL A, B, C)
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7. Sumarni, S.Pi.,M.Si (Sertifikat
AMDAL A, B, C)
8. Unsur Badan Perencanaan
Daerah Prov Sul Sel
9. Unsur Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Prov
Sul Sel
10.Unsur Badan Pertanahan
Nasional Prov Sul Sel
11.Unsur Kodam VII Wirabuana
12.Unsur Dinas Kesehatan Prov Sul
Sel
13.Unsur Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Prov Sul Sel
Sumber: Lampiran I Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 188.4/4565/i/BLHD




Prof. Dr. Ir. Muslimin Mustafa, M.Sc
(Hidrologi, Konservasi Tanah dan
Air seta Pengelolaan DAS





2. Prof. Dr. Muhammad
Syahrul, M.Agr (Kualitas Air
dan Udara serta Kimia
Lingkungan Hidup)
3. Prof. Dr. Muliadi (Manajemen
Perkotaan dan Lingkungan
Hidup)
4. Dr. Ir. H. Mas’ud Yunus,
M.Sc (Ekologi dan Ekonomi
Lingkungan)
5. Dr. Zainuddin Djaka, SH.,
MH (Hukum)
6. Dr. Andi Tamzil, MS (Biota
Perairan, Perikanan dan
Kelautan)
7. Ir. Busthan Azikin, MT
(Geologi)
8. Dr. Asdar Djamereng, SE.,
M.Si (Sosial Ekonomi)




10.Sitti Raodah, SKM, M.Kes
(Kesehatan Lingkungan)
Sumber: Lampiran II Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 188.4/4565/i/BLHD
Menurut salah satu anggota Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, Maidawati, S.Hut, M.Si Kepala Bidang
Standarisasi Lingkungan BLHD Provinsi Sulawesi Selatan yang
secara ex-officio menjabat Sekertaris Tim Teknis Komisi Penilai
Amdal bahwa dalam penentuan anggota komisi telah dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam
membentuk Tim Teknis dan Tim Ahli tidak diatur kriteria khusus
dalam menentukan selain daripada kompetensi yang dibuktikan
dengan sertifikasi yang dimiliki calon anggota tim teknis, dalam hal
ini Kepala BLHD berwenang menunjuk langsung pihak yang
memenuhi kriteria. Selanjutnya, beliau menambahkan “Kayaknya
tahun ini akan diterapkan aturan baru sebelum kami mengajukan
berkas rekomendasi ke kementrian untuk perpanjangan lisensi,
kemungkinan kami akan membuka pendaftaran untuk mengisi
jabatan anggota tim komisi selain yang secara otomatis dari
pemerintah. Jadi tidak lagi dengan cara yang biasanya”.41
Penulis sependapat dengan hal tersebut sebab jika hanya
berdasarkan akses dengan para pakar yang sudah terlanjur bekerjasama
dan dengan punyusun Amdal yang dikenal, walaupun tidak ditemukan
ketidakpuasan akan tetapi hal ini dapat menyebabkan tidak adanya
perbaruan melihat kemungkinan masih banyak pakar yang jauh lebih
berkompeten.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Amdal
yang telah diganti dengan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
41 Wawancara Kepala Bidang Standarisasi Lingkungan BLHD Provinsi Sulawesi
Selatan Tanggal 7 April 2016
74
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mengamanatkan pengaturan persyaratan lembaga penyelenggara
pendidikan dan pelatihan di bidang Amdal, serta pemberian
lisensi/sertifikasi kepada penyusun Amdal. Karena itu, pentingnya
sertifikasi kompetensi bagi penyusun Amdal adalah untuk meningkatkan
mutu dokumen Amdal, menjadi jaminan mutu jasa bagi penyedia dan
pengguna jasa penyusunan dokumen Amdal dan pelatihan penyusun
Amdal yang berkompeten, serta merupakan nilai tambah bagi penyedia
jasa penyusunan dokumen Amdal dan pelatihan penyusun Amdal yang
berkompeten.
Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, penyusun wajib
mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
Kompetensi (LKS) Amdal untuk mengukur tingkat pengetahuan,
keterampilan personil, dan sikap kerja dalam mencapai standar
kompetensi yang telah ditetapkan. Bagi personil yang lulus uji kompetensi
akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai tanda pengakuan
kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi. Sertifikat kompetensi
berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
Standar kompetensi adalah suatu ukuran atau kriteria/ parameter
yang digunakan yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil yang
telah dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan (skill), dan didukung sikap
kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengaju pada unjuk kerja
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yang dipersyaratkan. Sebenranya, setiap ahli yang telah melalui
pendidikan dan memiliki sertifikat sebagai bukti keahlian, sudah dianggap
berkompeten, namun akan lebih baik lagi jika ada sistem terbuka yang
menyediakan kesempatan bagi tiap yang memiliki keahlian untuk
mendaftarkan diri atau dengan menciptakan proses seleksi demi





1. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang belum berlisensi,
pembentukan komisi juga belum memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dari keanggotaan
maupun unsur lain yang harus dipenuhi sebagai tindak lanjut Surat
Keputusan Tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal untuk
menyusun persyaratan rekomendasi lisensi.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap penerapan/implementasi
peraturan adalah ketersediaan sumber daya manusia serta sarana
terutama ketercakupan peraturan mengenai lisensi Komisi Penilai
Amdal Daerah. karena peraturan memungkinkan, sehingga
Kabupatan Enrekang hingga saat ini masih menggunakan jasa
Komisi Penilai Provinsi dan karena tidak adanya peraturan lebih
lanjut yang menegaskan masa berlakunya kesempatan Pemerintah
Daerah untuk dapat menggunakan jasa Komisi Penilai Provinsi
sehingga menunjukkan bahwa Daerah tingkat Kabupaten/Kota
tidak diwajibkan memiliki Komisi Penilai Amdal.
B. Saran
1. Perlu peninjauan lebih lanjut terhadap setiap peraturan yang
berkaitan dengan lisensi Komisi Penilai Amdal, sebaiknya peraturan
menegaskan jangka waktu bagi daerah untuk membentuk komisi
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penilai Amdal serta lisensi agar selanjutnya dapat melakukan
penilaian di wilayah kewenangannya. Dikhawatirkan masa
mendatang akan timbul masalah yang kompleks terkait lingkungan
hidup mengingat pemerataan pembangunan yang terus dilakukan
maka harus ada ketegasan dalam regulasi dengan revisi peraturan.
2. Penulis sangat berharap agar Pemda Kabupaten Enrekang dalam
hal ini Instansi Lingkungan Hidup untuk membentuk Komisi Penilai
Amdal dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan pemerintahan. Setelah membentuk komisi dengan
memerhatikan peraturan mengenai tata cara pembentukan komisi,
hal yang harus dilakukan adalah upaya mendapatkan lisensi.
Penulis mencoba menguraikan langkah yang dapat dilakukan
sebagai dasar pertimbangan Pejabat Pemda Kabupaten Enrekang
dalam penentuan kebijakan adalah antara lain:
a. Peningkatan status kantor menjadi badan atau dinas, dalam
kaitannya dengan persyaratan lisensi bahwa komisi penilai
harus diketuai pejabat minimal setingkat eselon II yaitu kepala
instansi lingkungan hidup. Selain itu, pertimbangan
sebagaimana dengan mengamati luasnya cakupan tugas pada
instansi tersebut yaitu menangani segala hal yang berkaitan
dengan lingkungan hidup, juga kebersihan, sekaligus
pertamanan dalam pelaksanaan pemerintahan.
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b. Mempersiapkan sumber daya manusia sebagai salah satu
unsur yang harus dipenuhi dengan mengikuti
pendidikan/kursus/pelatihan penyusunan dan penilaian Amdal.
c. Jika dengan mempertimbangkan dana dan faktor lain
memungkinkan, laboratorium KLHKP Kabupaten Enrekang lebih
ditingkatkan kelengkapannya namun jika belum menyanggupi
peraturan hanya mengharuskan adanya kerjasama dengan
laboratorium yang terakreditasi jadi hal ini tidak perlu menjadi
prioritas.
d. Bupati Enrekang melalui instansi lingkungan hidup mengajukan
permohonan rekomendasi lisensi kepada gubernur melalui
instansi lingkungan hidup provinsi dengan menggunakan
formulir permohonan rekomendasi lisensi yang disertai dengan
surat pernyataan dari instansi lingkungan hidup dengan
tembusan kepada bupati yang menyatakan keabsahan dan
kelengkapan persyaratan lisensi. BLHD Sulawesi Selatan
selanjutnya akan memberikan tanda bukti penerimaan
permohonan rekomendasi lisensi dengan mencantumkan hari
dan tanggal diterimanya berkas permohonan rekomendasi
lisensi. Gubernur dengan dibantu oleh tim terpadu kemudian
memverifikasi permohonan rekomendasi lisensi dan
menerbitkan rekomendasi jika permohonan telah memenuhi
persyaratan lisensi, kemudian atas dasar rekomendasi tersebut
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Bupati Enrekang kemudian dapat menerbitkan Lisensi Komisi
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